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3 INTI KEBIJAKAN YANG EXCELLEN/UNGGUL
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Tugas Analis kebijakan/policy analyst
« Membantu merumuskan cara untuk mengatasi/ memecahkan
masalah
 Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif
kebijakan
 Mengidentifikasi issue publik yang perlu menjadi agenda
kebijakan pemerintah

APA YANG SEHARUSNYA
DILAKUKAN pemerintah:
PENGAMBILAN KEPUTUSAN




Sistem, Proses, dan Siklus Kebijakan

Publik
- Sistem Kebijakan Publik

Target

Isu-isu Perumusan Kebijakan

kebijakan Kebijakan Publik groups

Impact




URGENSI DAN KONSEPSI SA

Pergeseran Paradigma dan Tuntutan Pelibatan
Stakeholders

Pergeseran konsep Old Public Administration = New
Public Management = New Public Service

Paradigma berubah dari Government = Governance

Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama
oenentu kebijakan.

Kebijakan ditentukan dengan konsensus dari berbagai

I aktor mulai dari lokal, nasional maupun internasional I




STAKEHOLDERS

Freeman (1984) dalam Reed (2009)

ISebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat
mempengaruhi kebijakan;

JDalam kebijakan dikenal : aktor-aktor dalam Institusi

JKata kunci tersebut adalah pengaruh.

JOrang, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan dalam suatu
kegiatan (proyek atau program




AKTOR SEBAGAI STAKEHOLDERS:
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN

Aktor dari Jenis Institusi

(Adapted from Kingdon 1995) gl PRESIDENT
— ADMINISTRATION —31— PRESIDENT STAFFS
— GOVERNMENT —3— BUREAUCRATS POLITICAL

APPOINTEES

- PARLIAMENT

ACTORS ——
— INTEREST GROUPs

— ACADEMICS/RESEARCHERS/CONSULTANTS

OUTSIDE | &
GOVERNMENT THE MEDIAS

ELECTIONS RELATED PARTICIPANTS
(CAMPAIGNERS/POLITICAL PARTIES)

— PRIVATE SECTORS

— NGOs




5 KATEGORI STAKEHOLDERS

1. Pemerintah (pengambil kebijakan dan Lembaga legislatif);
2. Swasta (pengusaha dan lembaga donor);

3. Tokoh masyarakat;

4. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial lainnya;

5. Pakar dan profesional.

Selanjutnya kategori ini dibagi ke dala

e

m empat tingkatan stakeholder (/evel of continuum),

al |
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BERDASARKAN KEKUATAN, POSISI PENTING, DAN

PENGARUH STAKEHOLDER TERHADAP SUATU ISU,

STAKEHOLDER DAPAT DIKETEGORIKAN KE DALAM
BEBERAPA KELOMPOK

1) Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu

2)

kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses
pengambilan keputusan, misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer public;

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara
langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan
keprihatinan, sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan
legal pemerintah. Misalnya, Lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab
langsung; lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung

dalam pengambilan keputusan; lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat; perguruan tinggi; dan
pengusaha (badan usaha) yang terkait;




SKEMA ANALISIS STAKEHOLDERS

Peta stakesholder:
SKEMA ANAILISIS STAKEHOLDER
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Staksholder: Siapa saja vang
berkepentingan atau terkena dampak




ANALISIS STAKEHOLDERS

ALAT PENTING dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan, Pelaku pembangunan ini meliputi orang
dan organisasi yang terlibat ataupun tekena dampak dari suatu perencana. Pemahaman yang jelas atas
peran dan kontribusi potensi dari berbagai stakeholder merupakan prasyaratan utama bagi proses
perencanaan partisipatif.;

DIGUNAKAN untuk menentukan posisi stakeholder berdasarkan kepentingan (importance) dan pengaruh
(influence) dalam kerangka sistem secara keseluruhan.;

PROSES pengidentifikasian para stakeholder utama dari suatu kegiatan, pengkajian atas kepentingan

mereka, dan bagaimana kepentingan tersebut memengaruhi risiko dan keberlangsungan dari kegiatan yang
direncanakan.

SEBAGAI suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman dari suatu sistem melalui




TEHNIK PEMETAAN STAKEHOLDERS
(STAKEHOLDERS MAPPING)

ADALAH:

JTEHNIK yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan
menilai kepentingan dari pihak-pihak/aktor-aktor kunci,
kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan
dari sebuah Kebijakan, program dan kegiatan

DAPAT membantu dalam penilaian lingkungankebijakan/
kegiatan/program dan dapat menentukan cara terbaik untuk
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Bagaimana cara melakukan
Stakeholder Mapping




RISET SA

BAGIAN UTAMA BAGIAN
PENDUKUNG (Bagian

(Riset khusus SA) Dari Tujuan Riset )



RAGAM TEHNIK STAKEHOLDERS ANALYSIS
(SA)

1.Stakeholder-Issue Interrelationship
Diagram;

2.Policy Implementation Mapping;
3.Net Map




BAGIAN UTAMA RISET (NET MAP)

JUDUL

Interaksi dan Pengaruh Stakeholders dalam Inovasi
Kebijakan Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan
Level Desa di Indonesia

(MENGGUNAKAN STAKEHOLDERS ANALYSIS-




TEHNIK NET MAP

Net-Map merupakan sebuah metode pemetaan stakehol/der yang dapat membantu
pembuat kebijakan untuk mengetahui, menvisualisasikan, berdiskusi serta mengembangkan
pemahaman terhadap situasi di mana ada banyak aktor kepentingan yang berbeda
pengaruh dan kepentingannya terhadap organisasi mereka (Bryson, 2003).

Beberapa manfaat dari penggunaan Net-Map antara lain adalah (Schiffer, 2007):
1. Sebagai sarana mempersiapkan dan memonitor intervensi kebijakan;

2. Sarana meningkatkan efektifitas koordinasi multistakeholder;
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LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN
NET MAP

*»*Perlu dipahami secara jelas masalah yang akan dipecahkan (isu-Isu);
**Pertanyaan yang muncul diantaranya:

1) siapa yang terlibat; 2) Bagaimana keterkaitan mereka?; 3) Bagaimana pengaruh mereka?; 4)
Apa tujuan mereka?;

**Tentukan Jenis Hubungan :
1) Command; 2) Advise; 3) Information; 4) money

**Tentukan pengelompokan tujuan aktor-aktor

1) (P=protection) ;




KEGIATAN 1.
STAKEHOLDER-ISSUE
INTERRELATIONSHIP DIAGRAM

Gambar 3.2. Stakeholder-Issue Interrelationship Diagram

1. Hubungan berbagai jenis stakeholder Grome
Group B
berkaitan dengan berbagai isu Group D

kebijakan dan bagaimana berbagai G A

stakeholder tersebut berhubungan satu y
dengan yang lain.

Group E
Group F
Group |

2. Bertujuan untuk mengetahui potensi ssue &

kerjasama dan konflik antar -
moup H

Group G

stakeholder.




LANGKAH [:I1SUYANG MENDOMIN,

Kelompok tani
|. TENTUKAN ISU, SIAPA SAJA AKTOR YANG
BERHUBUNGAN DENGAN ISU-ISU lsu 1

: \ t Isu 3
» Pertarungan antar aktor berkaitan dengan Model pemanfaatan

dana Desa untuk Ketahanan Pangan ada 3 Isu : Isu 2
1. Model pengembangan dana ketahanan pangan melalui
Pengembangan Kelembagaan Bisnis Baru RMP (Alur: e 1
Petani lokal -Bumdesma-RMP): i
el

2. Model pengembangan dana ketahanan pangan melalui
model bisnis ekonomi konvensional (Alur: Petani lokal-

Koperasi/RMP “pilihan”-Pengepul/tengkulak (sector B
Akademisi
swasta)

3. Model Pengembangan/Implementasi model Replika
Food Estate level nasional ke dalam Tingkat desa




2. SIAPA YANG TERLIBAT?:DIPERLUKAN ADANYA KLASIFIKASI JENIS
STAKEHOLDER MISALNYA INSTANSI PEMERINTAH, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN. ORGANISASI SWASTA. ORGANISASI DONOR. DSB.

I Kemendes ; B _Pangan Mas

E Kemendagri i

PMD Prow
; Dinas Portanian Prowv I I Perguruan tinggi ]

| Bapeda Mesuji I

| PMD Mesuji |

i Din. Pertanian Mesuji ] Balitbangda Meswuji

I Camat I I Petani lokal I

Inspektorat Mesuji

I BUMD Maswuj |
[ Bumdes Desa W-nﬁnq.‘nrul I

Swasta |

I Pendamping Desa I




3. BAGAIMANA KETERKAITAN MEREKA?; PERLU MENDIFINISIKAN
DENGAN JELAS HUBUNGAN YANG DIMAKSUD, MISALYA GARIS
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r'y +
//" l 4-1 Kement an ]
I B.Pangan Nas. | —l Bappsda Prov I-—\ I Esmeodassi |
. 1
|  BatwangdaPre | < ﬂ | Dinas Pestanian Pro — | FoD Peo | ‘
v v
I Dinas Ketahanan pansan Pro | J | Pszsuvian Tingst '—
T > I Bappelitbansda Mesuji i == =i PMD Mesuji I
| Dinas Eetehanen Pangan Mesuji | | + 1—»{ Dinas Pezianisn Mesuji l
F \ o I F
B;;K.—\.D Mesuji [ = I Camat | 3 3 | Petanytokal |
| | —l Inspektorat Mesuji ! > ] BUMD Mesuji I I
— | Kepala Desa | <=' | ‘!‘
+ i SWASTA |
— [ Bwsassp | =
| BesdempmsD | Psoyulub.Beussisn
Eaperasi Sgre Lestarni T




4. APA TUJUAN MEREKA?. SEORANG ANALIS SUDAH MENGETAHUI SIAPA AKTOR YANG
TERLIBAT, BAGAIMANA MEREKA BERHUBUNGAN SERTA SEBERAPA BESAR PENGARUH

MEREKA MELALUI PERTANYAAN SEBELUMNYA MELALUI PENGELOMPOKAN AKTOR DALAM:
(P=PROTECTION) DAN DEVELOPMENT ORIENTED (D=DEVELOPMENT).

Dines ketshansn pangen ke \.Il I T : j . :
TI Din. Pertanian Mesuji I ¢ { Balitbangda Mesuji I PMD Mssujig
’l Camat > I Petani lokal 1
= | Inspektorat Mesuji I<———/ i
> [ Kepala Desa J ‘__‘____--—"‘""1 3

> l
L
I a I 7 3 +——] BUMD Mesuiji ]
> Bumdes Desa Wonosari I
i S I | Swasta 1
- 3 operasi Agro Lestar .




BERDASARKAN KEKUATAN, POSISI PENTING, DAN
PENGARUH STAKEHOLDER TERHADAP SUATU ISU,
STAKEHOLDER DAPAT DIKETEGORIKAN KE DALAM

1) Stakeholder utama merup%EBcERﬂd?rAaKEE@iMP@Kepentingan secara langsung dengan suatu

2)

kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses
pengambilan keputusan, misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer public;

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara
langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan
keprihatinan, sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan
legal pemerintah. Misalnya, Lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab
langsung; lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung

dalam pengambilan keputusan; lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat; perguruan tinggi; dan
pengusaha (badan usaha) yang terkait;




STAKEHOLDERS DALAM

**bagian yang secara langsung
terkait dengan hasil kajian,

***Mereka menjadi pengguna di
masa depan dari suatu hasil

kajian;

**Mereka memiliki PENGARUH
dan KEPENTINGAN

STUDI/RISET

Kepentingan

KATEGORI STAKEHOLDER BERDASARKAN TINGKAT
PENGARUH DAN KEPENTINGAN SUMBER: BROWN £T
AL. (2001)

i

Stakeholder g

primer //
//

j///f/f

r‘r

Stakcholder
sekunder

e

—

N
| — Stakeholder

eksternal
e
Pengaruh




5. KLASIFIKASI AKTOR BERDASARKAN PENGARUH

DAN TINGKAT KEPENTINGANNYA
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5. SILAHKAN ANALISIS.......




SA BAGIAN PENDUKUNG RISET

1) MENJADI SALAH SATU TUJUAN RISET

2) DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN RISET UNTUK
TUJUAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN




CONTOH:
DESAIN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

PERMASALAHAN

Permasalahan wilayah
pesisir Kabupaten Subang

PESISIR KABUPATEN SUBANG

Ekologi

Ekonomi

Sosial budaya

Penurunan kualitas air
Sedimentasi

Abrasi

Degradasi hutan
magrove

Alih fungsi lahan
Limbah rumah tangga

* Pemasukan sumberdaya
perikanan dan
pariwisata

*  Akses masyarakat
terhadap sumber
permodalan

*  Pendapatan masyarakat

dari sektor perikanan

dan pariwisata

Sektor informal

*  Konflik kepemilikan
lahan

* Pendidikan dan
keterampilan
masyarakat

* Sarana dan prasarana

perikanan dan

pariwisata

Pola hidup masyarakat

Kebijakan pemerintah

A)

B)
C)

FOKUS STUDI

Penelitian ini difokuskan pada sistem rancang bangun kebijakan
pembangunan wilayah pesisir dengan mencari jawaban
terhadap dua masalah utama, yakni :

bagaimana mekanisme pelibatan stakeholder dalam
pengambilan keputusan

perumusan kebijakan yang partisipatif

bagaimana strategi implementasi kebijakan pembangunan
wilayah pesisir yang berkelanjutan.




SIAPA STAKEHOLDERS FR/MER?
SIAPA STAKEHOLDERS SEAUNDER?
SIAPA STAKEHOLDERS AUNCT?




1. POLICY IMPLEMENTATION
MAPPING

Kategori Kepentingan Kemungkinan Tingkat
partisipasi pengaruh

Potensial
pendukung

Potensial
penentang

Bertujuan untuk
mengidentifikasi strategi
selama implementasi

program/kebijakan berdasarkan

sumber kekuatan stakeholder




PENJELASAN KOLOM

KEPENTINGAN : hal hal yang diperjuangkan atau dianggap penting oleh stakeholder.

SUMBERDAYA : sumber daya apa yang akan digunakan oleh stakeholder guna memperjuangkan kepentingan
mereka.

CHANNEL : saluran melalui mana para stakeholder akan bertindak dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

KEMUNGKINAN PARTISIPASI : besarnya kemungkinan mereka akan berpartisipasi atau bersikap terkait dengan
kepentingan mereka.

TINGKAT PENGARUH: pengaruh yang akan didapat dari penguasaan sumber daya atau partisipasi stakeholder.

IMPLIKASI : implikasi pengaruh stakeholder terhadap strategi implementasi kebijakan.

ACTION : tindakan yang perlu kita lakukan untuk mensikapi atau mengantisipasi stakeholder dengan pengaruh
yang mereka miliki.




1.

TEHNIK BERTUJUAN

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan dari

pemahaman atas stakeholder yang N

2. Teknik ini dapat digunakan untuk menjelaskan dengan cepat tentang

siapa dan apa yang dinilai secara etika atau dianggap etis;

Penggunaan teknik ini dapat membantu memenuhi aspek
deontological (duty based) dan teleological (results-oriented

obligations).




2. POWER VERSUS INTEREST
GRID

Gambar 3.4. Kuadran Power vs Interest Grid

High

Bertujuan untuk menyusun strategi Subjects Players

tindak lanjutnya

Crowd Contest Setters

Low

Low R High

Sumber: Eden and Ackermann (1998, 122)




LANGKAH-LANGKAH

Gambar 3.4. Kuadran Power vs Interest Grid

I. MENYUSUN MODEL GRID : Power
serta interest menjadi fokus utama dalam
teknik analisis model grid :

High

Subjects Players

Power bisa berasal dari potensi stakeholder untuk mempengaruhi Crowd Contest Setters
kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis
kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau

mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka - Power -
sebagai pemimpin atau ahli.

Low

Sumber: Eden and Ackermann (1998, 122)

Interest seorang stakeholder terhadap sebuah kebijakan atau
proyek tertentu akan diukur melalui tingkat keaktifannya




STAKEHOLDERS INTEREST | KETERANGAN
(AKTOR)
1




LANGKAH-LANGKAH

Gambar 3.5. Jenis aktor dalam setiap kuadran

menentukan intervensi serta langkah-langkah

vang perlu dilakukan C )
Keep Satisfied Key Players
Keterangan: :
A. crowd (lemah dalam power serta interest). Minimal Effot (eep Informed
B. context setters (memiliki power akan tetapi " . —— -
Low High
hanya memiliki direct interest yang kecil). Sumber: Mintzberg, 1999

C. subjek yaitu stakeholder yang memiliki interest




DATA |. ANALISIS POWERYS INTEREST GRID

I.MATRIK ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN
PELARANGAN CANTRANG

INTEREST
.
OO STUBJIJECT I PTL. AW FRS
- MNMelawvan tradisiomnal o - Hirmpunan pensusabva nelasarn
CcCamntrarngs - B P e o B b Bl o b e o T = g
- MNelavan besar mon Ccantrar g - BakulT™aelayvan pengoeparl
- K oprasi perilcarnan - Byurulh sortir
- AABED - L angoanarn'jurasanrn
- Irasa Wisrna - K oemiaeritricart oaelarietaars ofexrr jrer i oo FEcTFE
- Imdustri pengolaan ilcar - Aososiasi koral kerag dan ilcan haas
- K oprasi pernilkanarn indonessia
- Permermmnmtah desa - BT PPI dan TEPI
- K ementrian lkoordimnator - POE MWIA SW A S snmberdaswa perilkcanan
kemaritim dan inwvestasi
. e CRCOCDW T B._ CONTEST SETTERS
- FPermpvililc tolko sermbaloo - INimnas kelantan perilcanan proswvyitsi
- I'esa wisrra - IDEP kota FKabupaten
- Satpol air - I egsislataf
- Pusat pelatibhan mmandir: kelavutarn - Pengusaha besar
dan pemncanarn
L o POWWER High




DATA 2. MEMBERIKAN REKOMENDASI/STRATEGI 4
SEKTOR

STAKE HOLDE RS SE KTOR A: Gambar 3.5. Jenis aktor dalam setiap kuadran
tidak memiliki interest yang tinggi dalam keputusan organisasi juga =
yang rendah untuk mempengaruhi dan memberikan dampak yang | A c D

Keep Satisfied Key Players

, organisasi tetap harus menjaga kelompok ini i p o

mendapatkan informasi dalam batas yang diperlukan, tetapi tidak h: z
berinvestasi terlalu banyak ke mereka. A B

Minimal Effort Keep Informed
STAKEHOLDERS SEKTOR B: B - Level of Interest e

memiliki interest yang tinggi dalam merespon semua keputusan or_..umber: Mintzberg 1999
meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki power yang besar untuk
mempengaruhi.

\J N LS -




LANJUTAN ...

STAKEHOLDERS SEKTOR C: Gambar 3.5. Jenis aktor dalam setiap kuadran

biasanya adalah investor atau legislatif. Mereka berperilaku pasif dan
menunjukkan rendahnya interest dalam urusan perusahaan.

High

C D
. .. Keep Satisfied Key Players
Menghadapi tipe stakeholder seperti ini perlu u
menganalisis potensi minat dan reaksi kelompok-kelompok ini dalar
semua perkembangan penting dalam organisasi, dan melibatkan mer A B

. o Minimal Effort Keep Informed
sesuai dengan kepentingan mereka.

Power

Low

Level of Interest

Low High

STAKEHOLDERS SEKTOR D:

Sumber: Mintzberg, 1999

memiliki interest yang tinggi dalam merespon semua keputusan organisasi,
memiliki power yang besar untuk mempengaruhi. Stakeholder yang
terpenting dan berapa pada sektor D sebagai key player

REKOMENDASI




ANALISIS STAKEHOLDERS: PEMETAAN

Tinglart

MNasional

Regional

Lolcal

Sralebolder

Departemen Kelautan dan
Perikanan

Kementerian Lingkungan
Hidup
LPP Mangrove

IrB
Bappeda Provinsi

Perum Perhurani Subang

Dinas Perikanan dan Kelautan
Subang

BPLHD Subang
Dinas Tata Ruang Subang

Dinas Perkebunan dan
Kehuranan Subang

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Subang

Bapeda Subang

DPRID Subang

Camat

Koperasi dan lembaga ekonomi
mikro

Pengusaha
Pedagang sektor informal

STAKEHOLDERS

Trnerteresr

Pengembangan manajemen kelautan dan
perikanan dan wilayah pesisir

Koordinasi nasional manajemen lingkungan
dan konserwvasi

Kelestarian lingkungan dan kepedulian
masyaralkat

Konservasi dan pendidikan publik
Koordinasi pembangunan antarwilayah
Kelestarian hutan mangrowve

Pengembangan manajemen sumber daya
perikanan dan wilayah pesisir

Konservasi sumber daya alam. pengendalian
kawasan. kelestarian ekosistem

Koordinasi pemanfaatan lahan, penataan
ruang

Pengembangan manajemen kehutanan,
kelestarian sumber daya hutan

Pengembangan manajemen pariwisata,
kelestarian objek wisata

Kesejahteraaan, keberlanjutan, integrasi
pembangunan

Stabilitas dan penegakan hulum

PADD, kesejahteraan masyarakart, dan
ketenteraman

Kesejahteraan anggota dan keberlanjutan
usaha

Pendapatan dan keberlanjutan usaha

Pendapatan

Tingkat

Stakeholder

Nelayan
Masyarakat lokal
Wisatawan

LSM lokal
Organisasi sosial

Interest
Pendapatan dan kelestarian
Kelestarian sumber daya dan kesejahteraan
Keindahan alam dan keamanan
Pemberdayaan masyarakat

Partsipasi dan ketenteraman



STAKEHOLDERS DALAM

**bagian yang secara langsung
terkait dengan hasil kajian,

***Mereka menjadi pengguna di
masa depan dari suatu hasil

kajian;

**Mereka memiliki PENGARUH
dan KEPENTINGAN

STUDI/RISET

Kepentingan

KATEGORI STAKEHOLDER BERDASARKAN TINGKAT
PENGARUH DAN KEPENTINGAN SUMBER: BROWN £T
AL. (2001)

i

Stakeholder g

primer //
//

j///f/f

r‘r

Stakcholder
sekunder

e

—

N
| — Stakeholder

eksternal
e
Pengaruh




PENGELOMPOKAN STAKEHOLDERS
(DIAGRAM PENGARUHYVS KEPENTINGAN)

asyvarak=at lok=l

< Bapeda Subang
- EKopsrasi
e <+ DPRI> Subangs
< Canat I.S™ Panhara
<+ BPILIIID Subang

< Imdunsitri kecil
* Perhutani Subans > DEF Subang
o Disbudpar Subang

Kepenfingan
N
W

< Dhishhiibiuim Subangs
- DKF < Dhinas TR Subangs
<> EKI1I_X31

* Orgammisasi sosial <*» Bappeda Prowviasi

- IT_.SNWVI Pusat

0.0 T

Pengaruh




CONTOH:
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK
KELAPA SAWIT DI SUMATERA UTARA

FOKUS STUDI

HABrddsdrkan i idikidebtitiias ik dd AN

responden, terdapat 10 faktor yang merupakan
kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan
limbah PKS di PTPN IV.

* Penentuan kebijakan pengelolaan limbah PKS di masa
mendatang perlu memerhatikan kebutuhan
stakeholder yang terkait dengan pengelolaan limbah

* PKS di PTPN IV Sumatera Utara di masa yang akan

- ( kREYiiW 3 faktor
+ Kebutuhan stakeholder diperoleh dari analisis ~ Kebljaxan

Faktor penting
Kinerja pengelolaan limbah
perusahaan [ i > faktor ; PKS menuju produksi
: bersih

Kebutuhan
stakeholder

terhadap sistem yang dikaji melalui diskusi para pakar

kebutuhan semua pihak yang berkepentingan
dan bantuan kuesioner. [

10 faktor




Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Sistem yang Dikaiji

1.80 .
I
160 - Py Kapasitas F‘abrtk
I ¢ Komitmen PTPN IV Komitmen Pemerintah Pusat-
140 o I . Daerah
Teknologi Limbah Cair ¢

Kerjasama Lintas Sektor dan Antar

Teknologi Limbah Padat ® ¢ D h
aera

120 - L 2
Nilai Ekonomis Limbah

1
@ Finansial L 2 I @ Lembaga Penelitian
Penegakan Hukum & Sumberdaya Manusia

I

. & Pemahaman Masyarakat tentang

| Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan
0.60 I
1
0.40 Media Massa .:
. |
0.20 Masyarakat di Sekitar Industri |
I
- F'S I
- 0.20 0.40 0.60 0.80 Ketergantungan 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00
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